WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIU M
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MED AN

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untik melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Wali Kota Ma2dan Nomor 49 Tahun 20
tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungen
Hidup Kota Medan, perlu membentuk Peraturam '"W:i.

Kota tentan Pembentukan Unit Pelaksana Tekn:s

Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungen

Hidup Kota Medan.

ns

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6] Undang-Undang Dasar Negar

Republik ndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1950 tenta

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota i
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera U ¢
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19&C
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10G2};

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tientarg
Keterbuksan Informasi Publik (Lembaran Nege «
Tahun 2038 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negg:«
Nomor 4846):

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ientang
Pelayanar Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambanzn
Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomar~ 5CG38);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 teniarg
Perlindunzan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidu;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 274
Nomor 1-10, Tambahan Lembaran Negara Republ i

Indonesia Nomor 505%);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Nega:

Tahun 2C14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega: @
Nomor 5434);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanug
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587].
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera<ii
dengan iIndang-Undang Nomor 9 Tahun 201°
tentang “erubahan Kedua Atas Undang-Unda:
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintan::
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega: &
Republik 'ndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun !
tentang Perluasan Daerah Kotamadyz Mg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarun 1°
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repunil

Indonesia Nomor 3005j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1J2°
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi [Dar
Mardindir:g Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat !
Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayvu Raia
Dan Ujurig Padang Di Wilayah Kabupaten Dacrzah
Tingkat [’ Simalungun, Kecamatan Parbuluan )
Wilavah Kabupaten Daerah Tingkat [I Dair1 Dar
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung. Med-

Helvetia,Medan Polonia, Medan Maimun, Meda:
Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area
Wilayah hotamadya Daerah Tingkat I Medan Dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Sumaiera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatiun 1991

Nomor 67 ;

Peraturan Pemerintali Nomor 35 Tahun [J%:
tentang Pembentukan 18(Delapan Belas) Kecamata -
Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tinghet
Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapan.i:
Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilavan
Kotamadya Daerah Tingkat [l Medan Dalam Wilavath
Propinsi Daerah Tingkat [ Sumatera Utais
1

(Lembarait Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 65/;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2.
tentang [zin Lingkungan {Lembaran Negara Repubii-
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc: 5285);
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12. Peratures Menteri Negara Lingkungan Hiduyp

Nomor © Tahun 2009 tentang Laboratoriu:m.
Lingkungan:

13. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembetukan <z
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Te<is

Daerah;

14. Peraturar Daerah  Kota Medan Nomor
Tahun 2016 tentang Pembentukan 'Peran zii:
Daerah kota Medan (Lembaran Daerah Ko a Mec:
Tahun 2016 Nomor 135, Tambahan Lembaran Dacir !
Kota Med an Nomor 5);

15. Peraturar Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Furgsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daeral
(Berita Daerah Kota ‘Medan Tahun 2017 Nomor |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Ae
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tenen
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Hicda:
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susurn:
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata ie:
Perangka: Daerah (Berita Daerah Kota Medeas
Tahun 2017 Nomor 40j:

e ~-

16. Peraturar Wali Kota Medan Nomor 49 Tei:un
tentang Rincian Tugas Dan Fungs Do
Lingkungan Hidup kKota Medan (Berita Daerair .o .
Medan “ahun 2017 Nomor 49);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUKAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTU AR
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATOR!UN
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN i,
KOCTA MEDAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Medan.
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2. Pemerintahan Daerch  adalah pen
pemerintahan cleh pemerintah daerah dan dewan perwakiial
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuas
dengan prinsip otonoun:i seluas-luasnya dalam sistem dun priasip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimab st

dalam Undang-Undang Dasar Negara Repiiblik Inaomers

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adzlah Wali Kora sebagai unsur penyelenggars
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali {lota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup lkota Medan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup xKota Medan
7 Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kora
Medan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang seianjutnya disingkat dengan

adalah UPT Laboratorum Lingkungan pada Dinas Lingkty ge
Hidup Kota Medan.

9. Standar Pelayanan edalah tfolak ukur yang dipergunaket
sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuay
penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan ianj:
penyelenggaraan kepaca masyarakat dalama rangka pelavansi
vang berkualitas, cepat mudah, terjangkau, dan terukur.

10. Indeks kepuasan masvarakat vang selanjuinya disingkat
I[KM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasenr
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secais

kuantitatif dan kualicatif atas pendapat masyarakst dalam
memperoleh pelayanar dari aparatur penvelenggara pelayanen
publik  dengan membandingkan antara  harapan dan
kebutuhannya.

11. Standar Operasional Frosedur yang selanjutnya disingkat .
adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakuxsr
secara kronologis untik menyelesaikan suatu pekerjaan varg
bertujuan untuk memperoleh hasil kerja vang paling efektif dan
para pekerja dengan bicya yang serendah-rendahnyea.

12. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempuii:..
laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan.

13. Laboratorium pengujian adalah laboratorium vang mengulase
memeriksa, menguji, menentukan sifat atau penampilan dar
bahan atau produk. |



14. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjuinya
disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas
penetapan dan penentLan satu sifat atau lebih parameter kuealitas
lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

. Contoh uji/sampel adalah contoh yang dapat mewakili siial
sesuatu yang akan diuj .

i
wn

BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DA

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pernbentukan

Pasal

Wali Kota membentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas
dengan Klasifikasi Kelas A:

Bagian kedua
Kedudiikan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
(1) UPT sebagaimana dimaksud ddid m Pasal 2, berkeduduican

sebagai unsur pelsksana tekn operasional pelayvana
laboratorium lingkungsn pada Dmf_m:

(2) Unit Pelaksana Tekms dipimpin oleh seorang Kepala, bera

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mela
Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas;

Paragraf 2

Tugas Dan Fungsi

Pasal +

(1) UPT Laboratorium Lirngkungan mempunyal tugas membaii

Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis —operasioni:
pelayanan laboratorium lingkungar;

(2) Dalam melaksanakan tiigas sebagaimana dimaksud pada avat |
UPT Laboratorium Lingkungan mempurivai fungsi:
a. pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
b. pelayanan laboratorium lingkungan.
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Bagian Ketiga
S usunan Organisasi

Pasal 5

(1} Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari
a. Kepala UFPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional aan pelaksana;

{2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungéar
sebagaimana dimaksuc pada avat (1) tercantum dalam Lampiren
Peraturan Wali Kota in..

BAB [il

URAIAN TUGAS

e

Bagian Kesaiu

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal ©

Uraian Tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah :
a. merencanakan prograrm dan kegiaian UPT dengan mempceaoiie &

rencana umum kota, rencana strategis. dan rencana kerja Dine

untuk terlaksananva sinergitas perencanaan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, sta
kompetensi jabatan, analisis jabaian, analisis beban kerja
evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk
ditetapkan lebih  lanjut  oleh Kepala Dinas sehingga
terselenggaranya aktivicas dan tugas secara optimal:

¢c. membagi tugas, membimbing, menilai, memberikan pengiaigs
dan penegakan/pemrcsesan kedisiplinan Pegawal ASN [rewoe
and punishmentj dalam rangka untuk kelancaran tugas
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan koordirasi dan penyeliaan pelayanan di bidarg
laboratorium vang mel puti pemeriksaan dan pengujian terhadap
kualitas air, udara, kehisingan, dan tanah rermasuk limbah varg
terkandung di dalamnya untuk pencentuan kualitas lingkungar
dengan menerapkan sistermn mutu yang berlaku bagi laborator
penguji dan berdasaric n peraturai perun dang-undangan;

e. membuat kesimpulan hasil pengujian secara objektif pada nas <z
dinas berdasarkan persturan perundang-undangan;

f  melaksanakan pengelolaan untuk pemeliharaan rutin dan / ata.
berkala sarana dan prasarana UPT sesuai peraturan yang berlaku
untuk kelancaran pelalisanaan kegiatan;
melaksanakan koordinasi dan penveliaan pemutakhian &
lingkup laboratorium lingkungan sebagal bahan perence.xaan Fan
informasi publik:

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala selnig;
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

0a



: > o Ty e aam oy e Al a ~1~ & b
g ms}.aksana]:\an tuga& i \edxudSQJ i }cu: Y a.ﬂg dj.‘UCx 1]:\.5'\1"1 ulx. }"' E\\', Jellc
va

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

(P . “ | - L. 3 T + H “ 1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ly

Pasal 7

—

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian 7Tata Usaha Laboratoriun

Lingkungan adalah :

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT deng
mempedomani rencara umum kota, rencana strategis.
rencana kerja Dinas urnituk terlaksananya sinergitas perencans s

b. menyiapkan bahan kebijakan tekrnis operasional, SOP.
kompetensi jabatan, analisis jabatan. analisis beba
evaluasi jabatan, dan standar lamnnya hingkup UP
diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaran:'c
aktivitas dan tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pemoimbingan, penilaian, penghargaan,
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward arc
punishment) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka unto:
kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundarn

I
T

undangan,;

d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan peibuk:
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggun sjawab:
anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undanga

e melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawal
lingkungan UPT be-dasarkan atas peraturan perundai;;
undangan,

f melakukan koordinasi dan penvellaan urusan pembayarar

belanja pegawai. beian a harang, beianja 1 VR T

lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangain:

melakukan pengelolaarn data dan informasi pegawai di lingkunig:r

UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaari,
kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas pevratunn
perundang-undangan :

i. melakukan urusan publikas: dan dokumentasi
lingkungan UPT.

j. melakukan penyusunan rencaia kebutuhan, peagadads

e

penerimaan, inventar sasl, penyimpanan, penghapusan
pendistribusian barang milik daerah di  lingkungan -

berdasarkan atas peraiuran perundang-undangan,

k. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan keamaré
ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
1. melakukan pengaturan penggunaan sarand dan prasaranc G

lingkungan UPT;
m. melakukan penyimparan dan pemeliharaan dokumen urusar

tata usaha;
n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebag

pertanggungjawaban tugas; dan
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melaksanakan tugas ledinasan lain yang diberikan oich Kepzlk
UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancara
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal ¢

Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional tertentu gler
jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja dan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-i ndangan.

Kelompok Jabatan Funagsional mempunyai tugas melaksanakei
tugas teknis operasioral pada jabatan fungsionzl yangz mea
tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsiofl '
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahdian e
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangdil Leiiar;,
jabatan fungsional dan angka kreditnya.

Jabatan pelaksana mempurnyai tugas melaksanakan tugas rela
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya scla:

jabatan pelaksana sesuai denmgan draian tugas dari hasii ana is
jabatan dan analisiz beban keria berdasarkan peraturai

perundang-undangan.

Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendal &
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana be Fdasaiias

Peraturan yang berlaku.

Pasal 9
Kepala UPT pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon Iva:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas adalah Jabatan
Struktural Eselon IVb.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pubbk ma--
Kepala Dinas iuengevaluasi dan/alau  menetapken L
pelayanan, standar operasional prosedur dan menyediakan :
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey (IKM} p
UPT berdasarkarn peratiran perundang-undangan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas Kepa
Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajil
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sai:
dalam lingkungan masing-masing maupun anfar satueai

organisasi di lingkungen pemerintah daerah serta dengan instans,
lain di luar pemerintah dzerah sesuai dengan peraturar

perundang-undangar.

(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib rmengaw s
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangai g
mengambil langkah-langkah vyang diperlukan sesuai derge
peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggunic
jawab memimpin dan mengoordinssikan bawahan masing-nasi i
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagl pelaksanar:
tugas bawahannya.

(5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib men
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pacs
waktunya.

mala 3

(6) Setiap laporan vang diterima oleh Kepala UPT dan K«
Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib  diociah  dzv
dipergunakan sebagai bahan untulk penyusunan laporan leh
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan

tembusan laporan wajib disampa‘kan kepada satuan organisas
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

ST
i

1

(8) Dalam rangka kelanceran pelaksanaan tugas Kepala Ut
Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepaa:
bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

az

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan D.dan:
pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peratura:
Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tebis
lanjut oleh Kepala Dinas.

T
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

3 i bt . o ! o~ - - 1 ey
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangs:
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannyva dalam Berita Duere !
Kota Medan.

Diterapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2015

WALl RKOTA MEDAN,
ttd

DZJLNMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
tid

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan asimya
A BAGIAN HURKUM SEKRETARIAT

7D, -{\\ KOTA MEDAN,
Fu ‘
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI fA MEDAN
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TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TERKNLS LABORATORIUM LINGKUNGAN ALY DINAS LINGKUNGAN HIDUP KGiA MEDARN

Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

[ l
—— _| SUBBAGIAN |
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
_PELAKSANA

x | 1
1
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memLmMNﬁww___ww}
Salinan sesuai dengan aslinya ‘
EPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S




